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ABSTRAK

Motaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akia otentik
sgjauh pembuatan skta otentik terentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum
lainnyva, diatur dalam PPasal | ULN, Akta notaris adalah akia olentik vang,
pengertiannya dapat dilihat dalam Pasal [868 KUIHPerdate Pembuatan akia
otentik ada vang diharuskan oleh peratrsn perundang-undangan, tetapi jupa
kerena dikehendaki oleh pihak vang berkepentingan untuk memastikan hak dan
kewajibannya. Dalam penulisan skripst int yang menjadi masalah dan tujuan vang
hendak dicapat ialah untuk mengetahul apakah dapat dilakukan bantahan terbadap
redoksional dari akia vang dibual notaris jika wvang  bersanpghutan merasa
dirugikan, bagaimana benptmik tanggungiswab potaris terhadap kerugian klicn
karene kelalaiannya dan hambatan pelabsonaan tugas notars di Padang. Penslitian
ini dilakukan denzan metode penclitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
dengan metode pendekatan vang dipakai adalah yvuridis sasialogis vakm mengacy
kcpads peraturan perundang-pndsngan dan relevansinya di lapengan, Kemuodian
data vang didapat dianalisa dengan metode Rualitatil denpan mengungkapkan
dalam bentuk kolimal wvang sistematis. Delam pelaksanazn fugasnya peraturan
yang mengater tentang notaris vakni UU MNo30 Tabun 2004 (UUIN), Kedua
Kode Btk Motaris serta KUHPerdeta khusos bukno IV tentang pembuktizn, Dari
st pepeliten yang penulis labulan dapat ditemukan balwa para pihak yang
merasa dirogikan berbak menpajukan bantahan terhadap akia notaris, dengan cara
menghadap kepada notaris untuk pembatalan atay pembetulasn akia das atau
mengajukan tuntwtan ke pengadilan. Bentok  tanpgungiawab  notaris yaitu
tasgoungjawab perdata dan tanpgungjawab sceara administeatif. Hambatan yang
dihadapi notaris antara lain ; persoalan pemberian grosse, salinan, kutipan kepada
pihak yang berkepentingan, persoalan honor yang sesing memjadi pemicu
persaingan tidak sshat sesama noterds. Dan kursngnya  pengefahuan dan
pengalaman nolens sehingpa Gdak memahami skra-akta vang diminta olel para
pihak, tidak memadainya fasilitas kantor notaris baik o pegawai, teknelog
maupun  buku-buku penunjang  sehinggs pelayanan vang  diberikan  kepada
masyarakat vang membutuhkan jasanya tidal memuaskan.



BAB I

PENDAHULUAN

A, Larar Belakang Masalah

Undang-Lindang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
menentukan secars topas bahwa MNepara Republik Indonesia adalah negara hukum
menjamin kepastian, ketertiban dan  perlindungan hukum  yang  berintikan
kebemaran dan keadilan

fepastian, ketertiban, dan perlindunpan bukum menuntu, antara laimn,
babwee lalulintas hukem dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat
bukti vang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebapai subjek
hukum dalam masyvarakat.

Lintuk menyatakan bukti suatu kejadian atau keadaan, atau suatu perbuatan
memeriukan adanya saksi-saksi, Keadaan ini sejak dulu sudah mengalam: suatu
kenyatazn, alasan-slasan wmbulnya kebenaran atas saksi-saks hdup lersebut
| =elaly terpantung kepada impatan dan pendengaran dan saksi-saksi terschut
Kalan mengenai masalah-masalah yang mudah mungkin dimgat oleh saks
tersebut, tetapi manakala mengenat hal-hal yang amat sulit dan komplek tentu
saja tidak begitu jelas diungat oleh saks: tersebut.

Uimur manusia terbatas, sedangkan pembuktian terebut kadang-kadang

dibutuhkan lebih lama dan amur manusis.



Karena itu limbullah keinginan untuk memperolels bukti-bukt vang lebih
baik vaitu tubsan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan
otentik mavpun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan (Pasal 1867 BW),

Akta otentik sebagat alat buktt mempunyal peranan penting dalam senap
hubungzn hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbaga hubungan bisnis,
kepiatan di bidang perbankan, pertanaban, kegiatan sostal dan Lain-tain, kebutuhan
akan pembuktian tertulis berupa akta olenuk makin meningkat  sejalan
herkermbangnyva  tuntutan akan kepastian hukum  dalam berbagar  hubungan
ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasienal, regional maupun global. Melaiui
akta otemtik yang meneniukan secars jelas hzk dan kewajiban, menjamin
kepastian hukum, dan sekaligus dibarapkan pule dapat dibindar terpadinya
senpketa, Walaupun sengheta ite tidak dapat dibindart, dalam proses penyelesatan
sengketa tersebut, akia otentik yang merupakan alat bukn terulis membern
sumbanpan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat wmum vang berwenang untuk membuat akta otentik
sejauh pembuatan akta otentik tertentu hdak dikhususkan bag pejabat umum
lainnyva. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dalam rangka menciptakan kepastan, ketertiban dan perlindungan
hukum, Tetapi jupa karena dikehendaki oleh pihak vanz berkepentingan untuk
memastikan hak dan kewajiban para pihak sekaligus bagr masyarakat secara

keseluruhan



RAB LY

PENUTUR

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, mnaka penulis
mencoba untyuk menarik kesimpulan serta mengajukan beberapa sgran vang
diharapkan bermanfaat nanbinya.

A, Kesimpulan

I Akta vang dibuat olch atau dihadapan notaris adalah akta otentik. Inisiatif
pembuatan akta tersebut datang dan pibak vang hersangkutan, jade kalimat
akra tersehut adalah kalimat para pihak dan minta dibuatkan akianya aleh
notaris. Sebelum dituangkan ke dalam akta, notaris terlebib dahulu harus
mencliti apakah vang aksn ditulis tidak melanggar hukum, Jtka vang
diminta para pihak melangger hukom maka notaris dapat menalakmya
Para pihak dapat meminta tangpungjawab notaris apabila mereka
dirugikan dart akta notans tersebut.

T Motaris mempunyal tanggungjawab lerhadap akte-akta vang dibuatnys
Batainyva suatu akta dapat menimbulkan kerupian pada orang-orang yany
herkepentingan pada akta notaris. Dan hal dapat memberikan peluang
kepada mercka untuk menuntut gant kerugpian kepadz notans karens
kelalaiannya maupun karena perbuatan melawan hukum (onrechimaiige
Deady, Bentuk  tanpgungjawab vang diberikan kepada notaris vand
melakukan pelanpgaran, kelalsian maks akan dikenakan sanksi seperti

vang digtur dalam
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